" PENGUMUMAN / Pemnm PEMERINTAH

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
(Peraturan Menteri Keuangan R.lI Nomor 61/PMK.02/2017,
tanggal 12 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan klnerja organisasi
dan mengembangkan profesionalisme dalam
pelaksanaan tugas analisis di bidang pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah
dibentuk Jabatan Fungsional Analis Anggaran
berdasarkan Peratuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Ana-
lis Anggaran;

" b. bahwa dalam i;angka pembinaan profesi dan karir
Jabatan Fungsional Analis Anggaran dan sebagai
pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Ana-
lis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fung-
sional Analis Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

" tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe-
tunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Angga-
ran;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In- |

donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Re-:

publik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambc.
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran \"egara
Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No-

mor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas '

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten-
tang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Neg-
eri Sipil; sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/
PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik |

Indonesia Tahun 2015 Nomor 19286);

MEMUTUSKAN:;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-
TUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

ANGGARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil clan

pegawai pemarintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang me-
menuhi syarat tertentu, dan diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerin-
tahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan pen-
gangkatan, dan pemberhentian
PNS clan pembinaan manajemen PNS di instansi
pemerintah sesuai dengan kKetentuan peraturan
perundang-undangan.

pemindahan,

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiar:
PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah negara yang dis-
etujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang selan-

jutnya disingkat JFAA, adalah jabatan karir PNS

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung |
jawab, wewenang dan hak untuk melakukan keg-
iatan analisis di bidang penganggaran dalam pen- |

gelolaan APBN.

Pejabat Fungsional Analis Anggaran yang selan- |

jutnya disebut Analis Anggaran adalah PNS yang
ditetapkan sebagai JFAA.

Kebutuhan JFAA adalah jumlah dan susunan
JFAA vyang diperlukan suatu satuan organisasi
untuk mampu melaksanakan tugas pokok dengan
baik, ef ektif, dan efisien dalam jangka waktu ter-
tentu.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian keg-
iatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan
yang harus dicapai oleh Analis Anggaran dalam
rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai
Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh
Analis Anggaran sebagai syarat kenaikan pang-
kat dan jabatan.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya dising-
kat SKP adalah rencana kerja dan target yang

12..

13.

14.

15.

16.

17.

18.

akan dicapai oleh seorang PNS.
Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan
Penetapan Angka Kredit adalah pejabat yang me-

.miliki kewenangan untuk mengajukan penetapan

Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perun-
dangan yang berlaku.

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan |
untuk menetapkan Angka Kredit sesuai ketentu-
an peraturan perundangan yang berlaku.
Penilaian Kinerja/Penilaian Prestasi Kerja yang se-
lanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu
proses penilaian secara sistematis yang dilakukan
oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pega-
wai/capaian kinerja pegawai dan perilaku kerja.
Tim Penilai Kinerja JFAA adalah tim yang diben-
tuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit dan bertugas menilai
Angka Kredit Analis Anggaran sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selan-
jutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi
jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Analis Anggaran dan disusun
oleh Analis Anggaran yang bersangkutan untuk |
diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Mene- !
tapkan Angka Kredit melalui Pejabat yang Ber-
wenang Mengajukan Usulan Penetapan Angka
Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan |
pérundangan yang berlaku.

Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selan-
jutnya disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir
penilaian Angka Kredit dan ditandatangani selu-
ruh Tim Penilai Kinerja JFAA yang hadir dalam Si-
dang pleno penilaian Angka Kredit, untuk ditetap-
kan menjadi Surat Keputusan Penetapan Angka
Kredit oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit. 3
Keputusan Penetapan Angka Kredit yang se-
lanjutnya disebut PAK adalah surat keputusan
yang berisi penetapan jumlah Angka Kredit ter-

hadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Ana-

lis Anggaran dan ditandatangani Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan
format sesuai ketentuan peraturan perundangan
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yang berlaku.

19. Sidang Pleno adalah rapat Tim Penilai Kinerja
- JFAA untuk menetapkan Angka Kredit Analis
Anggaran.

BAB Il
JENJANG JFAA
Pasal 2

(1) JFAA termasuk kategori jabatan fungsional ke-
ahlian yang terdiri atas 4 {(empat) jenjang:

a. Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama;
b. Analis Anggaran Muda/Ahli Muda;

c. Analis Anggaran Madya/Ahli Madya; dan
d. Analis Anggaran Utama/Ahli Utama.

(2) Pangkat dan golongan ruang atas JenJang JFAA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada ketentuan Kepala Badan Kepegawaian Neg-
ara.

BAB lll
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN
JUMLAH PEGAWAI DALAM JFAA
Pasal 3
Kementerian/Lembaga yang melaksanakan tu-

gas dan fungsi di bidang penganggaran dalam penge-

lolaan APBN dapat menyusun kebutuhan JFAA.

Pasal 4
(1} Penghitungan Kebutuhan JFAA pada masing-ma-
sing satuan organisasi di li:igkungan Kementerian/
Lembaga dilakukan berdasarkan rasio perkiraan
waktu penyelesaian hasil kerja {output) setiap ta-

hun yang disesuaikan dengan rencana strategis |
unit organisasi dan jam kerja efektif di lingkungan |

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

(2) Penghitungan Kebutuhan JFAA sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) disusun untuk jangka wak-
tu 5 (lima) tahun, yang disajikan dalam bentuk
perencanaan Kebutuhan JFAA tahunan.

(3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan JFAA ta-
hunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ke-

menterian/Lembaga harus melakukan perhitun- |

gan lowongar Kebutuhan JFAA.

{4) Lowongan Kebutuhan JFAA sebagaimana dimak- |

sud pada ayat (3} merupakan selisih antara peren-

(5)

(6)

(1

(2)

canaan Kebutuhan JFAA tahunan dengan jumlah
Analis Anggaran yang tersedia pada tahun yang
dihitung. ,
Jumlah Analis Anggaran yang tersedia pada ta-
hun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan
jumlah Analis Anggaran yang akan naik jabatan,
naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun
yang dihitung. y

Penghitungan Kebutuhan JFAA sebagaimana di-
maksud pada ayat {2) sampai dengan ayat {4)
-dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal b
Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan
Kebutuhan JFAA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) kepada Menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang pendaya-
gunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan
penetapan.
Kebutuhan JFAA yang ditetapkan oleh Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendayagunaan aparatur negara seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1} disampaikan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang ber-
sangkutan, dengan tembusan kepada:
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
b. Menteri Keuangan.

BAB IV
PEAGANGKATAN DALAM JFAA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
Analis Anggaran diangkat oleh Pejabat yang

Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan.

Pasal 7
Pengangkatan PNS sebagai Analis Anggaran

dilakukan melalui:
a.

pengangkatan pertama;
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(1

(2}

(3)

(4)

(5)
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perpindahan dari jabatan lain; dan
penyesuaian {inpassing).

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama
Pasal 8

Pengangkatan dalam JFAA melalui pengangka-

tan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasai

7 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasméni dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu
(S1}/Diploma IV (DIV) di bidang ekonomi, ad-
ministrasi, hukum, dan kualifikasi pendidikan
lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

e. pangkat paling rendah Penata Muda, golon-
gan ruang Ili/a;

f. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional di bidanb penganggaran;

g. mengikuti dan

lulus uji kompetensi

ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan

h. memiliki nilai kinerja/nilai prestasi kerja paling f

kurang bernilai baik dalam 1 (satu} tahun tera-
khir.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mengisi Kebutuhan
JFAA yang berasal dari Calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat seb-
agai PNS, harus mengikuti dan lulus:
a. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN; dan
b. uji kompetensi.
PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan
dan pelatihan fungsional di bidang penganggaran
dalam pengelolaan APBN serta uji kompetensi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat
dalam JFAA sebagai Analis Anggaran.
Pelaksanaan tugas di bidang penganggaran dalam
pengelolaan APBN yang dilakukan selama masa
Calqn PNS dapat diperhitungkan sebagai bagian
dari penilaian Angka Kredit sepanjang menyer-

yang |

(1

(2)

(3}

takan bukti fisik yang lengkap.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain
Pasal 9

Pengangkatan dalam JFAA melalui perpindahan

dari jabatan lain se:mgaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan pengangkatan dalam
JFAA melalui pengangkatan pertama seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

b. mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi pengang-
garan di lingkungan Kementerian Keuangan,
dalarn hal ijazah paling rendah Sarjana Strata
Satu (St)/Diploma IV (DIV) tidak termasuk
dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1} huruf d;

c. memiliki pengalaman di bidang penganggaran
dalam pengelolaan APBN secara kumulatif
paling singkat 2 (dua) tahun; '

d. berusia paling tinggi:

1) 63 (lima puluh tiga) tahun untuk Analis
Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Ana-
lis Anggaran Muda/Ahli Muda; dan

2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis
Anggaran Madya/Ahli Madya dan Analis
Anggaran Utama/Ahli Utama;

e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin
tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang
dalam proses . '

f} pemeriksaan dengan ancaman hukuman disip-
lin tingkat sedang/berat. ‘

Penyampaian usulan pengangkatan dalam JFAA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus su-

dah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan,
paling rendah 6 (enam) bulan sebelum usia yang
dipersyaratkan berakhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d.

Pengangkatan JFAA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertirnbangkan Kebutu-

han JFAA yang berkenaan. )
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(1

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian {inpassing)

Pasal 10
Pengangkatan dalam JFAA melalui penyesuaian
{inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas ian moralitas yang baik;

b

¢. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu
(Sl)/Diploma IV (DIV);

e. memiliki pengalaman dan masih melaksanakan
tugas di bidang r;enganggaran dalam pengelo-
laan APBN terhitung pada tanggal ditetapkan-
nya Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2
1 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional
Analis Anggaran;

f. memiliki nilai prestasi kerja paling kurang ber-
nilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin
tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang
dalam proses pemeriksaan dengah ancaman
hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan

h. dinyatakan lulus seleksi penyesuaian (inpass-
ing).

Pengangkatan JFAA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan Kebutu-

han JFAA yang berkenaan.

Penilaian Angka Kredit kumulatif untuk penye-

suaian (inpassing) dalarn rangka pengangkatan

JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum

dalam Lampiran |l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenjang jabatan dalarn rnasa penyesuaian (in-

passing) untuk pengangkatan JFAA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan
pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 11
Kementerian/Lernbaga yang telah mendapatkan
penetapan Kebutuhan JFAA sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 dapat melaksanakan penye-
suaian (inpassing) JFAA selarna periode penye-

{2)

(3)

(4)

{5)

suaian {inpassing).
Pejabat yang rnerniliki kewenangan di bidang

kepegawaian pada Kementerian/Lembaga se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
seleksi awal terhadap PNS yang akan mengi-
kuti penyesuaian (inpassing) sesuai dengan per-
syaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf g.

Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang
kepegawaian pada Kementerian/Lernbaga paling
kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, me-
nyampaikan usulan PNS yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) untuk
mengikuti seleksi penyesuaian (inpassing) yang
diselenggarakan oleh unit yang membidangi pen-
ganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) dilakukan dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:

a. fotokopi ljazah terakhir;

b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat
terakhir;
c. fotokopi nilai kinerja/nilai prestasi kerja sela-

ma 2 {(dua) tahun terakhir;

d. daftar riwayat hidup yang memuat pengala-
man kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bi-
dang penganggaran dalam pengelolaan APBN
dan masih melaksanakan tugas di bidang
berkenaan, yang ditetapkan atasan PNS yang
bersar:gkutan paling kurang pejabat adminis-
trator, sesuai dengan contoh formulir tercan-
tum pada Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. surat keputusan penempatan terakhir; dan

f. surat keterangan tidak sedang dalam proses
atau menjalani hukuman disiplin tingkat se-
dang/berat yang ditetapkan oleh pejabat yang
membidangi kepegawaian paling rendah Peja-
bat Pimbinan Tinggi Pratama.

PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus

seleksi penyesuaian (inpassing) sebagaimana di-

maksud ayat (3} mendapatkan rekomendasi pe-

nyesuaian (inpassing) yang ditelapkan oleh Pe-
jabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
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- (6)

penganggaran di lingkungan Kementerian Keuan-
gan sesuai dengan contoh tercantum dalam Lam-
piran IV yang merupakan oagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan rekomendasi penyesuaian {inpass-

I/ PERATURAN PEMERINTAH

ing) sebagaimana dimaksud pada ayat (b), Pe-

jabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang
Berwenang dapat mengangkat Analis Anggaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- |

* undangan.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengga-
raan seleksi penyesuaian {inpassing) ditetapkan oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB V
SASARAN KINERJA PEGAWAI
DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 13
{1} Setiap awal tahun, Analis Anggaran harus meny-
usun SKP untuk periode 1 (satu} tahun berjalan.
(2) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk masing-masing jenjang
JFAA dengan mengacu pada sasaran Kinerja unit,
serta mendasarkan pada tingkat kesulitan dan
syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang
JFAA.
(3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung

Analis Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 14
{1
kan sesuai dengan capaian kinerja pegawai/nilai
SKP dan nilai perilaku Analis Anggaran yang ber-
sangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Capaian kinerja pegawai/nilai SKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasar-

@

e

Penilaian Kinerja untuk Analis Anggaran dilaku- |

i

kan perencanaan kinerja pada tingkat individu |

dan tingks unit atau organisasi, dengan memper-
hatikan ta. jet, capaian, hasil dan manfaat yang

dicapai.

Penilaian Kinerja untuk Analis Anggaran seb-
“agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
atasan langsung Analis Angga.ran yang bersang- |
kutan, berdasarkan pertimbangan Tim Penilai
" Kinerja JFAA sesuai dengan pencapaian Angka

(3)

Kredit setiap tahun.

Pasal 15
Dalam hal capéian SKP Analis Anggaran pada
akhir tahun kurang atau sama dengan 50% (lima pu-
luh per seratus), kepada yang bersangkutan diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dEtng-undangan.

BAB VI
PENILAIAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu
Tugas Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang
Diberikan Penilaian Angka Kredit

Pasal 16
{1) Penilaian Angka Kredit JFAA dilakukan terhadap
tugas JFAA yang terdiri atas 2 (dua) unsur, yak-
ni: ]
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a terdiri atas:
a. pendidikan;

(2)

b. analisis di bidang penganggaran dalam penge-
lolaan APBN; dan

c. pengembangan profesi.

Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengajar/pelatih pada dikiat fungsional/teknis
di bidang penganggaran dalam pengelolaan
APBN;

b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konfer-
ensi di bidang penganggaran dalam pengelo-
laan APBN;

c. keanggotaan dalam organisasi profasi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Ja-
batan Fungsional Analis Anggaran;

e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan




| (4)

erja

f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya

Penilaiari Angka Kredit JFAA sebagaimana di-
maksud pada ayat {1}, ayat (2), dan ayat (3) di-
lakukan berdasarkan rmcian tugas JFAA tercan-
tum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua |
Tata Cara Penilaian Angka Kredit
Pasal 17

Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai Kin-
JFAA dilakukan melalui tata cara sebagai berikut;
Analis Anggaran menyusun DUPAK dan berkas
pendukung lainnya dengan diketahui oleh atasan
langsung.
DUPAK dan berkas pendukung
agaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan
kepada pimpinan unit kerja paling kurang peja-

lainnya seb-

bat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang
tata usaha.

Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada
huruf b menyampaikan DUPAK dan berkas pen-
dukung lainnya kepada Pejabat yang Berwenang
Mengajukan Usulan Penilaian Angka Kredit.
Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan
Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf ¢ menandatangani DUPAK serta me-
nyampaikan DUPAK dan berkas berkas pendu-
kung lainnya kepada Tim Penilai Kinerja JFAA.
Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA membagi tugas
penilaian kepada anggota Tim Penilai Kinerja
JFAA;

iCetua Tim Peniilai Kinerja JFAA sebagaimana
dimaksud dalam huruf e menyampaikan DUPAK
dan berkas-berkas pendukung lainnya kepada

Sekretaris Tim Penilai Kinerja JFAA untuk dibagi-,

kan kepada Anggota Tim Penilai Kinerja JFAA;
Anggota Tim Fenilai Kinerja JFAA sebagaimana
dimaksud dalam huruf e masing-masing melak-
sanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang
diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundangan;

Berdasarkan hasil penilaian DUPAK sebagaimana
dimaksud pada huruf g, Tim Penil- " Kinerja JFAA

melaksanakan Sidang Pleno untuk menyusun

BAPAK sebagai hasil penilaian akhir;

Anggota Tim Penilai Kinerja JFAA menyampai-

kan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Kinerja

JEFAA untuk p‘enyiapan surat keputusan PAK;

Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA menyampaikan

konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang

Menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan;

Berkas asli PAK yang telah ditetapkan sebagaima-

na dimaksud dalam huruf j disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tem-

busan kepada:

1) Analis Anggaran yang bersangkutan;

2) Sekretaris Tim Penilai Kinerja JFAA yang ber-
sangkutan;

3) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi
yang bersangkutan; dan

4) Pejabat lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Tim Penilai Kinerja JFAA
Pasal 18
Tim Penilai Kinerja JFAA berdasarkan lingkup

tugas terdiri atas Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit
Kerja, dan Tim Penilai Instansi.

(n

(2)

(3)

{1)

(2)

Pasal 1 9
Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) ogang anggota
Tim Penilai Kinerja JFAA.
Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak terdapat perbedaan dengan
DUPAK maka hasil penilaian disampaikan kepada
Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA melalui Sekretaris
Tim Penilai Kinerja JFAA untuk disahkan dalam
forum Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja JFAA;
Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat perjedaan dengan DUPAK
maka dilakukan penilaian lanjutan melalui me-
kanisme Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja JFAA.

Pasal 20
Sidang Tim Penilai Kinerja JFAA dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Sidang Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana di-
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(3)

(4)

6

. (6}

v

(8}

maksud pada ayat { 1 ) bertujuan untuk menetap-

kan PAK. ]

Sidang Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan me-

kanisme sebagai berikut:

a. Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja JFAA harus
dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen)
ditambah 1 {satu) orang anggota Tim Penilai
Kinerja JFAA;

b. pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno
Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana dimak-
sud -dalam huruf a dilakukan dengan berland-
askan pada asas musyawarah mufakat;

¢. dalam hal Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja
JFAA sebagaimana dimaksud dalam huruf b
tidak mencapai musyawarah mufakat, pen-
gambilan keputusan dilakukan meialui me-
kanisme pemungutan suara terbanyak.

Hasil Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja JFAA se-

bagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

dalam” BAPAK dan ditandatangani oleh seluruh
anggota Tim Penilai Kinerja JFAA yang hadir
dalam Sidang Plena Tim Penilai Kinerja JFAA.

BAPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disusun sesuai dengan contoh formulir tercantum

pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasagkan BAPAK sebagaimana dimaksud pada

ayat (4} dan ayat (5), Pejabat yang Berwenang

Menetapkan Angka Kredit harus menetapkan

Angka Kredit Analis Anggaran sesuai dengan ke-

tentuan peraturan perundangundangan.

Terhadap PAK yang telah ditetapkan oleh Pejabat |

yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit se-
bagaimana dimaksud pada ayat {6}, tidak dapat
diajukan keberatan.

Dalam hal anggota Tim Penilai Kinerja JFAA me-
masuki’' masa penslun, berhalangan sementara/
tetap paling kurang 6 {enam) bulan, atau men-
gundurkan diri, Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA
dapat mengajukan usu! penggantian anggota se-
cara definitif, sesuai dengan masa kerja tim yang
tersisa kepada Pejabat yang Berwenang Mene-

tapkan Angka Kredit.

(9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Kinerja

JFAA yang turut dinilai maka DUPAK anggota
Tim Penilai Kinerja JFAA bersangkutan dinilai
oleh anggota Tim Penilai Kinerja JFAA yang lain.

{10} Dalam hal Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA dinilai,

maka dalam proses penilaian DUPAK Ketua Tim
Penilai Kinerja JFAA, Sekretaris Tim Penilai Kin-
erja JFAA menjadi Ketua Sementara Tim Penilai
Kinerja JFAA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
" Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
'PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDOKESIA
TAHUN 2017 NOMOR 688

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{BN)

Business News 9061/5-6-2817




